FALSAFAH PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Kompetensi

(M ahasiswa mampu memahami nilai-nilaj jati diri bangsa me-
lalui pengkajian aspek ontologi, epistimologi, dan aksiologi
filsafat Pancasila sehingga dengan pemahaman tersebut diharapkan
dapat tumbuh personal wisdom yang integratif dalam dimensi kompen-
tensi kewarganegaraan (civic knowledge, civic skills, civic commitment, civic
convidence, dan civic competence)

Indikator
Melalui pembelajaran ini Mahasiswa diharapkan dapat:

Mendeskripsikan Pancasila sebagai jati diri bangsa,
Mengemukakan Pengertian Filsafat Pancasila;

Menganalisis sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat;
Mendeskripsikan aspek ontologis Filsafat Pancasila;
Mendeskripsikan aspek epistimologi Filsafat Pancasila;
Mendeskripsikan aspek aksiologi Filsafat Pancasila;
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7. Menganalisis secara komprehensif Filsafat Pancasila dalam kon-
teks kewarganegaraan.

Daftar Istilah Kunci

1. Filsafat: Secara etimologis cinta akan kebijaksanaan, tapi dapat
juga diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk
mencari kebenaran yang sejati.

2. Filsafat Pancasila: Kebenaran dari sila-sila Pancasila sebagai dasar
negara atau dapat juga diartikan bahwa Pancasila merupakan satu
kesatuan sistem yang utuh dan logis.

3. Kewarganegaraan: pengetahuan mengenai warganegara di suatu
negara tertentu

4. Ontologi: Bidang filsafat yang membahas tentang hakekat
keberadaan sesuatu, dan mencari hakekat mengapa sesuatu itu
ada.

5. Epistimologi: Bidang filsafat yang membahas hakekat ilmu

- pengetahuan atau ilmu tentang ilmu.

6. Aksiologi: Bidang filsafat yang membahas tentang hakekat nilai,
atau filsafat yang membahas tentang nilai praksis dari sesuatu.

7. Nilai: Segala sesuatu yang berguna atau berharga bagi manusia

8. Jati diri bangsa: Kepribadian bangsa yang menjadi identitas nasional

9. Globalisasi: Proses mendunia menjadi keadaan tanpa batas antar
negara akibat kemajuan teknologi informasi

10. Internasionalisasi: Upaya hegemoni negara maju melalui isu dan
permasalahan internasional

11. Nasionalisme: Paham kebangsaan yang dianut oleh suatu negara

12. Sistem: Suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan
diantara sub-sub sistem

13. Kausa materialis: Suatu kajian filsafat Aristotheles yang mem-
bahas tentang sebab material dari sesuatu.

14. Kausa finalis: Suatu kajian filsafat Aristhoteles yang membahas
tentang sebab final dari sesuatu
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15. Kausa efisiensi: Suatu kajian filsafat Aristhoteles yang membahas
tentang pelaku dari adanya sesuatu _

16. Kausa forma: Suatu kajian filsafat Aristhoteles yang membahas
tentang bentuk dari adanya sesuatu

17. Founding fathers: Para pendiri negara yang merumuskan Pancasila
dan UUD 1945 dalam mempersiapkan Indonesia merdeka

18. Local Genius; Kreatifitas lokal yang keunggulan kompetitif

19. Local Wisdom: Kearifan lokal yang hidup dan membentuk sikap
bijak dalam suatu masyarakat.

B. PANCASILA SEBAGAI SISTEMFILSAFAT

Uraian Teori dan Konsep

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara
langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada
berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional
dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam bahkan
menguasai eksistensi negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia.
Alibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai
dalam kehidupan kebangsaan, karena adanya perbenturan kepentingan
antara nasionalisme dan internasionalisme.

Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi
semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang
terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah internal yaitu
maraknya tuntutan rakyat, yang secara obyektif mengalami suatu
kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan sosial.

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional
ditambah konflik internal seperti gambaran di atas mengakibatkan suatu
tarik menarik kepentingan yang secara langsung mengancam jati diri
bangsa. Nilai-nilai baru yang masuk baik secara subyektif maupun
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obyektif serta terjadinya pergeseran nilai di masyarakat pada akhirnya
mengancam prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia.

Prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar
(the founding fathers) negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan
menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara itulah Pancasila. Dengan
pemahaman demikan maka Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa
Indonesia saat ini mengalami ancaman dari munculnya nilai-nilai baru
dari luar dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi.

Secara ilmiah harus disadari bahwa suatu masyarakat, suatu
bangsa, senantiasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup
masing-masing , yang berbeda dengan bangsa lain di dunia dan hal
inilah yang disebut sebagai local genius (kecerdasan/kreatifitas lokal)
dan sekaligus sebagai local wisdom (kearifan lokal) bangsa. Dengan
demikian bangsa Indonesia tidak mungkin memiliki kesamaan
pandangan hidup dan filsafat hidup dengan bangsa lain.

Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya
negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab
suatu pertanyaan yang fundamental ‘di atas dasar apakah negara Indo-
nesta merdeka int didirikan’ . Jawaban atas pertanyaan mendasar ini akan
selalu menjadi dasar dan tolok ukur utama bangsa ini meng-Indone-
sia. Dengan kata lain jati diri bangsa akan selalu bertolok ukur kepada
nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan
sistern filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih
lanjut menyangkut aspek ontologi, epistimologi, dan aksiologi dari
kelima sila Pancasila.

1. Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila

Filsafat berasal dari bahasa Yunani “philein " yang berarti cinta
dan “sophia” yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal
katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau mencintai kebenaran/
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pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyat arti yang seluas-luasnya,
yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu dan
sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat
diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Jadi filsafat secara sederhana
dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari
kebenaran yang sejati. Filsafat merupakan Induk Ilmu pengetahuan.
Menurut J. Gredt dalam bukunya “Elementa Philosophiae” Bahwa
filsafat sebagai “Ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip
mencari sebab musababnya yang terdalam”.

Filsafat Pancasila

Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila merupakan filsafat
negara yang lahir sebagat collectieve ideologie (cita-cita bersama) dari
seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila
merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh
the founding father kita, kemudian dituangkan dalam suatu “sistem”
yang tepat. Sedangkan menurut Notonagoro, Filsafat Pancasila
memberi pengetabuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakekat
dari Pancasila.

Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat
tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu antara lain :

— Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan
utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak
bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah,
maka itu bukan Pancasila.

— Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu
dapat digambarkan sebagai berikut :
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Dalam susunan yang lain dapat juga digambarkan sebagai berikut :

OLdONONONO
O+ O, JONONO
@ O ® JdONO
OO O0—O >
ONOXO 0

Atau dapat digambarkan sebagai berikut :
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Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa :

Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5

Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai

sila 3,4, 5

Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan

menjiwai sila 4, 5

Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3 dan mendasari dan

menjiwai sila 5

Sila 5, diliputi, didasart, dijiwai sila 1, 2, 3, 4

— Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli/permanen/ .
primer Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-
unsurnya berasal dari dirinya sendiri.

—  Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri manusia
Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup
bangsa, yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam
kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila

Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1)

2)

3)

4)

Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan
materi/bahan, dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial
budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri.

Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan
bentuknya, Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD ’45
memenuhi syarat formal (kebenaran formal)

Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam
menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara In-
donesia merdeka.

Kausa Finalis, maksudnya berthubungan dengan tujuannya, tujuan
diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
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Inti atau esensi sila-sifa Pancasila meliputi :

1. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima
2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial
3. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri
4. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong
royong _
5. Adil; yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang
lain yang menjadi haknya.
Hakikat Nilai-nilai Pancasila
" Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang
pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat
berada di dua kawasan: kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, bisa
dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi (Sidney Simon, 1986).
Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang
lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari
keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati {(potensi). Langkah-
langkah awal dari “nilai” adalah seperti halnya ide manusia yang
merupakan potensi pokok human being. Nilai tidaklah tampak dalam
dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan
lain ditegaskan oleh Sidney B. Simon (1986) bahwa sesungguhnya yang
dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari
pertanyaan “what you are really, really, really, want.”

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan
etika. Estetika cenderung kepada studi dan justifikasi yang menyangkut
tentang manusia memikirkan keindahan, atau apa yang mereka
senangi. Misalnya mempersoalkan atau menceritakan si rambut
panjang, pria pemakai anting-anting, nyanyian-nyanyian bising dan
bentuk-bentuk seni lain. Sedangkan etika cenderung kepada studi dan
justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku.
Ungkapan etika sering timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang
mempertentangkan antara benar salah, baik-buruk. Pada dasamya studi

22 Pendidikan Kewarganegaraan



tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung
merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah.

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus
untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi,
nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan
untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis
merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemologikal bangsa
Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari
asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kritalisasi dari sistem
nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal
dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya
untuk mensinkronkan dasar filosofia-ideologi menjadi wujud jati diri
bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan negara
Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan
dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur
keluarga, masyarakat dan sekolah.

Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonegoro untuk
menggali nilai-nilai abstrak, hakikat nilai-nilai Pancasila, ternyata
kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep
pengamalan yang bersifat subyektif dan obyektif. Pengamalan secara
obyektif adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau
¥emasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat ketentuan
hukum yang secara hierarkhis berupa pasal-pasal UUD, Ketetapan
MPR, Undang-undang Organik dan peraturan-peraturan pelaksanaan
lainnya. Pengamalan secara subyektif adalah pengamalan yang dilaku-
kan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga
masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang penjelmaannya
berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari.

Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu
rakyat dan adil dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa
hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan
yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi Kemanusiaan, berperi
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Kebangsaan, berperi Kerakyatan dan berpen Keadilan Sosial. Konsep
Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang
bercorak normatif.

Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah:

a)
b)
<)
d)

sisternatis, e} komprehensif,
mendalam, f) spekulatif,
mendasar, g) representatif, dan
analitik, h) evaluatif

Cabang-cabang filsafat meliputi:

a.

Ao o

Ll = R T ¢

Epistemologi (filsafat pengetahuan)

Etika (filsafat moral)

Estetika (filsafat seni)

Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu dibalik yang
ada)

Politik (filsafat pemerintahan)

Filsafat Agama

Filsafat Ilmu

Filsafat Pendidikan

Filsafat hukum

Filsafat Sejarah

Filsafat Matematika

Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang ada yang
teratur)

Aliran Filsafat meliputi :

meope TP

Rationalisme g. Marxisme
Idealisme i, Materialisme
Positivisme j.  Utilitarianisme
Eksistensialisme h. Realisme
Hedonisme k. Spiritualisme
Stoisme 1. Liberalisme
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2. Kajian Ontologis _

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan
sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila sila Pancasila.
Menurut Notonagoro hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia.
Mengapa?, karena manusia merupakan subyek hukum pokok dari sila
sila Pancasila.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha
Esa, berkemanusian yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia,
berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia pada hakekatnya adalah manusia (Kaelan, 2005).

Jadi secara ontologis hakekat dasar keberadaan dar sila sila
Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini Notonagoro lebih lanjut menge-
mukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila sila Pancasila
secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan
kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Juga sebagai makluk
individu dan sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makluk
pribadi dan sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,
maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa
mendasari dan menjiwai keempat sila sila Pancasila (Kaelan, 2005).

Selanjutnya Pancasila secagai dasar filsafat negara Republik In-
donesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan
dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak yaitu
berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makluk individu sekaligus juga
sebagai makluk sosial, serta kedudukannya sebagai makluk pribadi
yang berdiri sendiri juga sekaligus sebagai makluk Tuhan. Konsekuensi-
nya segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai nilai
Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki
sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis
tersebut.
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Kemudian seluguh nilai nilai Pancasila tersebut menjadi dasar
rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam
setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumber-
kan pada nilai nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan
negara, tugas dan kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum
negara, moral negara dan segala sapek penyelenggaraan negara lainnya.

3. Epistimologi Pancasila

Kajian epistimologi filsafat pancasila dimaksudkan sebagai upaya
untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.
Hal ini dimungkinkan karena epistimologi merupakan bidang filsafat
yang membahas hakekat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian
epistimologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis-
nya. Oleh karena itu dasar epistimologis Pancasila sangat berkaitan
erat dengan konsep dasarnya tentang hakekat manusia.

Menurut Titus(1984: 20) terdapat tiga persoalan yang mendasar
dalam epistimologi yaitu :
1. tentang sumber pengetahuan manusia;
2. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
3. tentang watak pengetahuan manusia.

Epistimologi Pancasila sebagai suatu obyek kajian pengetahuan
pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan
susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan
Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang
ada pada bangsa Indonesia sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat
Aristoteles, bahwa nilai-nilai tersebut sebagai kausa materialis
Pancasila.

Selanjutnya susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan
maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam
arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila
itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan
berbentuk piramidal, dimana :
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* Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila
lainnya

e Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila
ketiga, keempat dan kelima

e Silaketiga didasari dan dijiwai sila pertama, kedua serta mendasari
dan menjiwai sila keempat dan kelima

e Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga,
serta mendasari dan menjiwai sila kelima

e Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan
keempat.

Demikianlah maka susunan Pancasila memiliki sistem logis baik
yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional
logis Pancasila juga mennyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Selain
itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-
sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi
landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi.
Manusia pada hakekatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai
mahluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama
Pancasila, epistimologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang
bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi.

Selanjutnya kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan
suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia
yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran
yang tertinggi.

Selain itu dalam sila ketiga, keempat dan kelinma, maka episti-
mologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam

kaitannya dengan hakekat sifat kodrat manusia sebagai makhluk
individu dan makhluk sosial.

Sebagai suatu paham epistimologi, maka Pancasila mendasarkan
pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas
nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia
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serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu
tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila
secara epistimologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam
membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini.

4. Aksiologi Pancasila

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas
tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila.
Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu
kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya
aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang
filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk
merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai
“keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodnes), dan kata kerja yang
artinya sesuatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melaku-
kan penilaian { Frankena, 229).

Di dalam Dictionary of sociology an related sciences dikemukakan
bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada
suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dar suatu benda yang
menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu
pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu
objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas
yang melekat pada sesuatu itu, misailnya; bunga itu indah, perbuatan
itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada
bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya
adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-ke-
nyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan
lain sebagai pembawa nilai.

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat
tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam
menentukan pengertian nilai. Kalangan matenalis memandang bahwa
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hakekat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sementara kalangan
hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai
kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai
dapat dikelompokan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa
sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu
manusia. Hal ini bersifat subjektif, namun juga terdapat pandangan
bahwa pada hakekatnya sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri
memang bernilai. Hal ini merupakan pandangan dari paham
objektivisme,

Notonagoro merinci tentang nilai ada yang bersifat material dan
nonmaterial. Dalam hubungan ini manusia memiliki orientasi nilai yang
berbeda tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-
masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai material, namun
ada pula yang sebaliknya yaitu berorientasi pada nilai yang nonmate-
nial. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan panca
indra maupun alat pengukur. Tetapi nilai yang bersifat rohaniah sulit
diukur, tetapi dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai
alat ukur yang dibantu oleh cipta, rasa, dan karsa serta keyakinan
manusia (Kaelan, 2005).

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila itu termasuk
nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai
material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang
tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara
lengkap dan harmonis seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran,
nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun
nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistemik-hierarkhis,
dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis
dari semua sila-sila Pancasila (Darmodihardjo, 1978).

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-
nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang
berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang
berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai,
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bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, menerima
Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan
penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak
menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan Bangsa Indone-
sia. Kalau pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah meng-
gejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan menusia dan Bangsa
Indonesia, maka Bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah
pengembannya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan Manusia In-
donesia.

Filsafat Pancasila Dalam Konteks PKN

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup
bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang
bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Untuk itu sila-sila
Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh,
hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila
Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima
sila bukan terpisah-pisah dan memailiki makna sendiri-sendini, melainkan
memiliki esensi serta makna yang utuh.

Pancasila sebagai filsafat Bangsa dan Negara Republik Indone-
sia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan,
kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhan-
an, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran
filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara adalah
merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi
kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (lega/ society).

Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada
kodrat bahwa manusia sebagai warga negara sebagai persekutuan hidup
adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutu-
an hidup manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, pada
hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia
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sebagai mahluk yang berbudaya atau mahluk yang beradab (hakikat
sila kedua). Untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi
hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa
(hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dan kesatuan akan
melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah
negara tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah
mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan
negara. Maka negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan
rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama
(hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai
tujuan bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujjudkan
jaminan perlindungan bagi seluruh warga, sehingga untuk mewujudkan
tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip
keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama/kehidupan (hakikat
sila kelima)

C. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN
NEGARA

Dasar artinya landasan atau pondasi. Jika kita melihat orang
membuat bangunan rumah yang pertama dibuat adalah pondasi.
Pondasi itu berasal dari batu kali, besi cakar ayam dan adukan semen
dengan pasir. Tujuannya agar kuat dan kokoh sehingga dapat menahan
bangunan yang berada di atasnya. Dasar negara adalah suatu pondasi
yang terdiri dari unsur yang kuat dan kokoh untuk mendirikan suatu
negara sehingga negara nantinya tidak runtuh dan bubar. Bagi kita dasar
negara kita adalah Pancasila yang telah terbukti mampu menjaga dan
menahan negara kita tidak runtuh dan bubar.

1. Pancasila Ideologi Terbuka

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk idea dan logos,
yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara sederhana
artinya suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-

Falsafah Pancasila 31



dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas
adalah keseluruhan cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan
yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti ini
ideologi disebut terbuka., Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan
dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang
menyelursh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan
dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertintak.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan
sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita
mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan Negara Indone-
sia yang bersumber dari Kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai
ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia,
yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan,

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak
dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani,
moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus
(kesepakatan) masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan
ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka
adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya
di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan
melahirkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara
modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap
dasammya.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan
perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber
semangat ideologi terbuka itu, sebenarnya terdapat dalam penjelasan
umum UUD 1945, yang menyatakan, “... Terutama bagi negara baru
dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya me-
muat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyeleng-
garakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih
mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mengcabutnya.”
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Selanjutnya dinyatakan, “... Yang sangat penting dalam
pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat,
semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin
pemerintahan.”

Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada
pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian,
ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu
prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang
diimpor (dari luar negara), yang akan bersifat tidak wajar dan sedikit
banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok kecil manusia yang
mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian, ideologi tersebut
bersifat tertutup. Kenyataan ini telah terjadi dalam ideologi komunis
yang diekspor ke berbagai negara, sehingga ideologi ini tidak dapat
bertahan lama, terbukti bubarnya negara Uni Soviet yang paling ekstrim
melaksanakan komunisme.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah
bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun
ideologi ini bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah
sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ieologi
itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak logis atau nalar, Suatu
ideologi sebagai rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan
bulat tanpa kontradisi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya,
pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumus-
kan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah
apa yang dicita-citakan.

Sifat Ideologi
Sifat ideologi memiliki tiga dimensi, yaitu sebgai berikut:
a. Dimensi Realitas
Nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu
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lahir, sehingga mrereka betul-betul merasakan dan menghayati
bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan
demikian nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam
masyarakatnya. Menurut pandangan Alfian bahwa Pancasila
mengandung sifat dimensi realita ini dalam dirinya.

Dimensi Idealisme

Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita-
cita tersebut berisi harapan yang masuk akal, bukanlah lamunan
angan-angan yang sama sckali tidak mungkin direalisasikan. Oleh
sebab itu, dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya terjalin dan
berkaitan, saling mengisi serta saling memperkuat antara dimensi
realita dan dimensi idelalisme yang terkandung di dalamnya.
Logikanya, Pancasila bukan saja memenuhi dimensi kedua dari
suatu ideologi, tetapi sekaligus juga memenuhi sifat keterkaitan
yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi pertama
(dimensi realita) dengan dimensi kedua (dimensi idealisme).
Dimensi Fleksibilitas

Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu memberikan
penyegaran pada dirinya, memelihara dan meperkuat relevansinya
dari waktu ke waktu. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa
suatu ideologi dikatakan terbuka, karena bersifat demokratis,
memiliki apa yang mungkin dapat kita sebut sebagai dinamika
internal yang mengandung dan merangsang mercka yang
meyakininya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru
tentang dirinya tanpa khawatir atau menaruh curiga akan
kehilangan hakikat dirinya. Melalui itu kita yakin bahwa relevansi
ideologi kita akan makin kuat, jati dirinya akan makin mantap
dan berkembang. Sejalan dengan itu kita meyakini bahwa Pancasila
memiliki dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi
pengembangan, yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna
memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa.
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Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Faktor yang mendorong keterbukaan ideologi Pancasila adalah
sebagai berikut:

a. ‘Kenyataan dalam proses pembanguan nasional dan dinamika
masyarakat yang berkembang secara cepat.

b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang
tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya,
seperti bagaimana komunisme ditinggalkan oleh sebagai besar
negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

c. Pengalaman sejarah politik masa lampau, seperti dominasi peme-
rintah Orde Baru untuk melaksanakan penataran Pedoman
Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4), yang mana materi pe-
nataran P4 itu sesuatu yang dirumuskan oleh kemauan pemerintah,
bukan atas keinginan dari segenap komponen masyarakat Indo-
nesia, sehingga hasilnya jauh dari harapan yang diinginkan.

d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar
Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara
kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang
berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia mo-
dern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak
berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang
dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pe-
laksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila
dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan
tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang
tetkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau
diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil kesepakatan (consensus)
bangsa. Perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai instrumental adalah
pasal-pasal dari UUD 1945 yang dapat mengalami perubahan sesuai
dengan tuntutan jaman, seperti yang telah dilaksanakan oleh MPR
dengan melakukan amandemen UUD 1945 di era reformasi ini.
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Contoh dari perubahan’ instrumental itu adalah pemilihan Presiden
yang berubah dari MPR kepada rakyat yang langsung memilih.
Sedangkan nilai-nilai praktis tercermin dan undang-undang, peraturan
pemerintah dan seterusnya yang berhubungan dengan kenyataan
kehidupan dalam masyarakat. Baik nilai-nilai instrumental maupun
nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama
dengan nilai dasarnya, yaitu Pancasila atau Pembukaan UUD 1945,

Batas-batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

Sekalipun Pancasila memiliki sifat keterbukaan, namun ada
batas-batas keterbukaan itu yang tidak boleh di langgar, yaitu sebagai
berikut:

a. stabilitas nasional yang dinamis,

b. larangan terhadap ideologi marxisme, Lenninisme dan komunisme.

c. Mencegah berkembangnya paham liberalisme.

d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan
kehidupan bermasyarakat.

e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

2. Pancasila Dalam perbandingan dengan Ideologi Lain

Apakah itu ideologi? Berasal dari kata idia (cita-cita) dan logos
(ilmu). Jadi ilmu tentang cita-cita. Ideologi negara berarti cita-cita hidup
negara atau pandangan dan pedoman hidup dalam bernegara. Di dunia
ada dua ideologi besar yang berlawanan yaitu liberal dan sosialisme.
Liberal lebih mengutamakan kebebasaan secara individual yang
berakibat kepada kehidupan kapitalis (yang kuat dan kaya semakin
kaya dan yang miskin semakin miskin dan lemah}), sedangkan sosialis-
me dilaksanakan dengan paham komunisme yang lebih menekankan
kepada kehidupan yang sama rasa dan sama rata kurang menghargai
potensi dan usaha-usaha seseorang.

Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi tersebut, kapitalisme
dan komunisme. Kedua ideologi ini telah terlebih dahulu lahir, kemudian
dituangkan dalam hidup bernegara dan berpolitik dalam jangka waktu
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yang dilalui keseluruhan proses ini bisa sampai puluhan tahun. Mani-
festo komunis, misalnya diumumkan pada tahun 1841 sebagai
pernyataan ideologis dari filsafat Marxisme. Konsep politiknya
diwujudkan tahun 1917, dalam revolusi Oktober di Rusia. Ada jarak
waktu selama 76 tahun antara ideologi dan politik. Kapitalisme, lahir
lebih dahulu, menjalani proses yang lebih panjang. Rangkaian pemikiran
falsafah menyampaikan hasil renungan terlebih dahulu, yang kemudian
diwujudkan dalam tatanan hidup bernegara.

Proses yang dilalui Pancasila sedikit khusus, pemikiran sebelum
tahun 1945 secara sistematis menguraikan secara mendalam mengenai
ideologi untuk negara yang hendak dibentuk, pemikiran mengapa kita
merdeka, tetapi belum ada wawasan terpadu mengenai bagaimana masa
depan yang hendak dibangun itu. Pemikiran demikian baru timbul
setelah para pemimpin kita bermusyawarah secara mendalam di peng-
hujung Perang Dunia ke II, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman, mengatakan:
Apa dasar negara yang hendak kita bentuk? Pertanyaan itu dijawab
dengan mencari nilai-nilai dasar yang sama dalam kemajemukan
budaya masyarakat kita. Dengan demikian, penerimaan Pancasila
pertama-tama dirumuskan sebagai konsensus (kesepakatan) politik,
yang didasarkan kepada nilai-nilai budaya (cultural) masyarakat.

Proses Perumusan Pancasila

’ Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret
1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik), dalam
bahasa Jepang disebut Dokuritzu Zyunbi Tyocosakai. Badan Penyelidik
ini kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan susunan
anggotanya adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat
Ketua Muda : Ichibangase Yosio

Ketua Muda : R.P. Suroso

Anggota : (berjumlah 66 orang)
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Dengan adanya Badan Penyelidik ini bagi Bangsa Indonesia telah dapat
secara sah (legal) mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumus-
kan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh
karena itu, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai tonggak sejarah
perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Badan Penyelidik mengadakan sidang-
nya yang pertama. Beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut.

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama menge-
mukakan pidatonya di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik yang
pertama. Pidatonya berisi lima dasar untuk negara Indonesia merdeka
yang diidam-idamkan, yaitu sebagai berikut:

1) Peri Kebangsdan
2) Peri Kemanusiaan
3) Pen Ketuhanan
4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Ran-
cangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan
itu tercantum perumusan lima dasar negara yang berbunyi sebagai
berikut: -

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kebangsaan persatuan Indonesia

3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu dicatat bahwa usul lima asas dasar negara yang dikemukakan
- oleh Mr. Muhammad Yamin secara lisan dan yang dikemukakan secara
tertulis terdapat perbedaan, hal itu menjadi bukti sejarah.
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b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya
di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidatonya
diusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, dengan
rumusannya sebagai berikut:

1) Kebangsaan Indonesia

2) Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
3) Mufakat (Demokrasi)

4) Kesejahteraan sosial

5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk lima dasar negara itu beliau mengusulkan agar diberi nama
Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang
ahli bahasa. Lima prinsip sebagai dasar negara itu selanjutnya dapat
diperas menjadi Tri Sila, yaitu: (1) Sosio Nasionalisme (Kebangsaan),
(2) Sosio Demokrasi (Mufakat), dan (3) Ketuhanan. Kemudian Tri
Sila dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yang berinti gotong royong.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional anggota
Badan Penyelidik mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-
pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan
dalam sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan pembahasan
disusunlah sebuah Piagam sebagai berikut.

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Persatuan Indonesia.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Kesembilan tokoh tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr.
A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji
Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim dan Mr.
Muh. Yamin.

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan
sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, kemudian diterima
oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945.

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka dibentuk-
lah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK1), yang selanjutnya,
badan itu mengesahkan UUD 1945 sebagai konsitusi negara, yang
mana Pancasila terdapat di dalam alinia keempat Pembukaan UUD
1945 (lihatlah pembukaan UUD 1945, terdapat perubahan dalam sila
pertama), yang berkedudukan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai
dasar negara yang sekaligus berfungsi sebagai ideologi negara, Sedang-
kan nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya Masyarakat Indone-
sia, dimana budaya akan selalu mengalami perkembangan sesnai dengan
perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, maka
Pancasila akan terbuka dalam menerima nilai-nilai baru yang lahir
akibat perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu ideologi Pancasila
akan melekat dengan sifat keterbukaan.

DATA DAN FAKTA

Proses Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sidang-
sidang yang terjadi di BPUPKI (29 Mei = 1 Juni 1945). Dalam sidang
tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indone-
sia merdeka yaitu:
1) Peri Kebangsaan,
2) Peri Kemanusiaan,
3) Ke--Tuhanan,
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4) Peri-kerakyatan, .
a. Permusyawaratan,
b. Perwakilan,
c. kebijaksanaan), dan
5) Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial).

Sedangkan Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori negara
sebagai berikut;

1) teori negara perseorangan (individualitis),
2) paham negara kelas (class theory), dan
3) paham negara integralistik.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan falsafah negara Indonesia
Soepomo mengusulkan:

a) negara nasional yang bersatu,

b) dianjurkan supaya warga negara tunduk kepada Tuhan,

¢) dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk
sistem badan permusyawaratan,

d) ekonomi negara bersifat kekeluargaan, dan) mengenai hubungan
antar bangsa menganjurkan upaya-upaya Indonesia bersifat negara
Asia Timur Raya.

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara
dalam lima prinsip dasar, yaitu:

1) nasionalisme (kebangsaan Indonesia),

2) internasionalisme (peri-kemanusiaan),

3) mufakat (demokrasi),

4) kesejahteraan sosial.

5) ketuhanan yang berkebudayaan (juga Ketuhanan Yang Maha Esa).
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a. Jawablah dengan jelas dan singkat pertanyaan di bawah ini!

1.
2.
3.

Jelaskan pengertian filsafat?

Jelaskan pengertian filsafat Pancasila?

Sebagai suatu sistem filsafat, sila-sila Pancasila memiliki
kesatuan yang utuh dan bulat. Jelaskan dengan skema vang
menggambarkan hal tersebut!

Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia, jelaskan yang
dimaksud?

Aspek ontologi pancasila mengkaji tentang hakekat
keberadaan Pancasila sebagai filsafat bangsa. Jelaskan!
Aspek Epistimologi Pancasila mengakaji tentang hakekat
pengetahuan. Bagaimana hubungannya dengan pengetahuan
tentang Pancasila dari aspek epistimologi tersebut.
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7. Aspek Aksiologi Pancasila mengkaji tentang hakekat nilai-
nilai Pancasila. Jelaskan!

8. Jelaskan bagaimana kajian tentang filsafat Pancasila dalam
konteks Pendidikan Kewarganegaraan?

b. Kerjakan tugas di bawah ini!

1. Lakukan studi kepustakaan dari buku-buku filsafat Plato,
Aristoteles, dan Notonagoro!

2. Diskusikan dengan kelompok Anda dari hasil studi
kepustakaan tersebut!

3. Buat laporan kelompok dari hasil diskusi yang Anda lakukan’

4. Buat laporan buku secara individu dari salah satu buku filsafat
Pancasila Notonagoro!
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